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PROSEDUR, PERSYARATAT{, DAIri JAI{GI(A HTAKTU
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BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5)

Pera-tr:ran Daerah Kabupaten Panaekasan Nonnor 9 Tahun 2OO9

tentang lzin Lokasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Prosedur, Pers5r'aratan, dan Jangka Waktu
Penyeiesaian izin i.okasi;

Mengingat : i. Un<iang-Unciang Nomor i2 Tahun i950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaien Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Reoublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor O9);

Undang-Undang Nom.or 5 Tahun 1.960 tentang Peraturan
Dasa-i- pot ok-pokok Agra-ria (Leii:'bar-ai-, iiegar-a Rep'.iblik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia liomor 2043);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2tJ01 tentang Mlnyalr
dan Gas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO1 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Incionesia i'{omor a389};
Undang-Unda,ng Nomor 32 Tahun 2OO4 tenta-ng
Damarintahan l-laara!'1 (I .ennho-on \Iectere PenlrhlikiVillviirlus.iut^ i/'i:'Uii;.i: iirEiiii.j(aiqii iivEq'u i\v1uqvlr^r

Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia l.lomor 4437i, sebagaimana
teiah ciiubah terakirir dengan Undang-Undang it[omor i?
Tahun 2OO8 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
irrcioriesia i.ionror' aa37 i ;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2OO7 tentang Penataan
Rrrano II^emharan Nerrara R-eor-rlrlik Inclonesia Ta-hl-I-n 2OO7-'- o-'- -- - --r --'-

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
InCcnesia I{omor 4725tt;
Undang Undang licmor 4 Tahun 2CC9 tentang l\{ineral
dan Batubara (kmbaran Negara Republik Indonesia
?ahun 2AA9 Nomor 53, Tanrbahaii Lembaran l{egara
Repubiix indonesia Nomor a389i;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hiciup
(i,embararr iiegara Repulrlik indonesia Tahun 2AAg Nonror
i+0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2ALL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
rr^------ n----=I-!:!= Y--J-----:- ,!a-1-.--- r1.\11 l-T---- Or"titiegai-a i\e-L,uDiiK iii|f,0iresia i aILltr dv L L llurlrur oa t

fairbafran Lmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
523ai;
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Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata
Cara Peran Serta Masyarakat ciaiam Penaiaan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 l{omor
1O4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 366Oh

i0. Peraturan Pemerintah Nomor i6 Tahun 2004 tentang
Penatagr-rna.an Tana"h (Lemtrara-n Nega-ra- Reprrblik
Tnr{nnacia 'Tohrrn O^iL \farrnar 45 'Tn1-l^L-n f o*rhnron
iiii.i-viivsi(4 i iiiiijii /iv'v--i i\viiivl lur i 4irrsqrlqir I&iilvqr qrr

Negara Republik Indonesia Nomor a385);
il. Perai'uiran Pemeriniah Nomor 38 Tahuir 2AA7 ientang

Pembasian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tatrun 2AAT i{om<lr 82, Tambahan Lembaran ]'iegara
Republik Indonesia Nomor 47371;

12" Peraturan Pemerintah Nomor 26 Taiun 2008 tenta:tg
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOe Nomor 48);

r A n- , n t. ll ,e m,l  n 6i5. f-efalUrafr i-crrrCl'lllla-ir l\UurUI '+J ianU.II .4uuo LtrIrLaIIg

Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan
Penanaman Mociai cii Daerah ilembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2OOB Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a861);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentanglzin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ot2 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
r-l^-^-:^ r\r^*^- EoaE!.rlrlltri,lusj'i," llt lll\rr oa99t,

15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2AO3 tentang
Ke'oij akarr i.l asiorrai di B idarrg Pe riariahran ;

15. Peraturan irdenteri Agranaf Y.epala EPN lu,cmct 2 Tahun
1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak
Atas Tanah BaSl Perusahaan Dalam Rangka Penanaman
Modai;

17. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun
l OOO fanfarrrr l,zin I nlraci'L u r'r Lv.^k^ib z-L.. uv'\*vL,

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993
tentang Penyelenggaraan Tata Ruang di Daerah;

i9. Peratr,lran fulenreri Daiam Negeri Nomor 4 Ta-hr-:-n i996
tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan
Perkotaan;

2A, Keputusan Kepaia Barjan Pertanahan Nasiorial Norror 2
Tahun 2OO3 tentang Norma dan standart Mekanisme
Ketatafa_ksana_alr Kew.ena-nga-n Pemerinta=h d.i Bidang
Pertanahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota.l
Ilalu rnafan.I L4V qI/4 LVr^,

nr h----t------- n--L-:=-.- T----- m:----- [T---' E1 'Tr^L"- t1l\l\E-
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tentang Pemanfaata"n Ruang pada Kawasan Pengendalian
Keiat Skaia Regional di Frovinsi Jawa Tirnur;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan lu.ornor i5'
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat, Badan Perencanaan PembangUnan Daerah,
Rumah sai<it umum Daerah cian Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OO8
Nnrrnr. 3 Sari nl sehacrairnanq felqh diUbah denga-nil-\iiiivi v vvr^ 
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Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15

Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan
Tahrrn ')iti?, irinrnnr 5i'. l v.^rv. v, ,



23. Pcratui'aa Daerah l(abi;-paten Pamek6.s6,r-r Nomor 9 Tahun
2OO9 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Pamekasan Tahun 20i0 Nomor i Seri Ci;

2+. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan lJomor L6
Tahun 2OL2 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2OL2-2O32 {Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 20i2 Nomor 6 Seri
E);

I.{EII{UTUSK^^}J :

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR, PERSYARATAN,
DAN JANGKA \IIAKTLJ PEhIYEI-ESAIAN I7:IN I,OKA-SI.

BAB I
ItcrlnErltrlt t l lt tlll|lll!lr'E t E $a i L,flrll lJlYtl,lvl

Pasal 1

Dalam Perattrran BupatJ ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah I'.abupaten Pamekasan.
A h Ll ,l-l-1- r'n-... .l5. iiupau auanarr IfuPaLr rallltrraasall.
4. Kantor Pelayanan Perwinaurt Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPT

aciaiah Kantor Peiayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan.
5. I(orporasi adalah kumpulan orang danlatau kekayaan yang terorganisasi,

baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan
hukum.

6. Izin lokasi acialah rzin yang diberikan kepada korporasi atau perorangan
untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman
modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk
menggunakan tanah guna keperluan usaha penanaman modal dimaksud.

DAD 
'TE r:ut ll

PERIZINAN
Bagian Kesatu
Elrra*-r f iaal-tn.rBEs5 vrrS-EI,

Pasal 2

/ 1 I Qa*.iaa l-ama*^^l atar ! nal^rann4! !r4r.ify ^l-^n maaa-faaflr.r- fat'rnh
t U uuLray svrpoi-€isi ai-iiu iicfofangan .'y'ang :i-ii.aii iriuiiiiiiiiiiaLKiiii Liiiiiiii

dan/atau memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka
melaksanakan reiicaiia usalia uii'ruk peinbaiigutraii indus'u-i,
perciagangan, perumahan, pertam-Oangan, jasa, pertanian, peternakan,
perkebunan, dan perikanan, wqiib memiliki lzin l,okasi dari Bupati.

(21 Kewenangan penandatangan xt lzin Lokasi didelegasikan kepada Kepala
KPPT aias nama Bupati.

Baglan Kedua
Prosedur dan Persyaratan

Pa-sa-l .3

r r _ -- - _.. r.t. t_:._ r -t-_ _: _ _1----:.---.-- -,:-^--1----l l-l^*- Y'l---l niJrrLuk rrreuiper'uieir LZLtt i,OKaSi SeUagallfiaj].a Urllra}l.rruu ualir.lli rasal .4,

pemohon mengisi formulir yang telah disediakan di KPPT dengan melengkapi
persyaratan sebagai berikut :

a. tcrhadap Izin Lokasi permohoiiai'i baru, melampirka::r :

1. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala KPPI;
2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
3. akte pendirian bagi korporasi atau surat izin usaha bagi perorangan;
4 NPWP:,,-.- .-.,
E 
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6. surat pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi bagi pemilik
r--- ^1- -Larrarr;



7 . ur aian re n c an a ii sar'r a :f an g akaii ri ib ar-r g-ui r ;

8. surat persetujuan Presiden bagi korporasi yang menggunakan fasilitas
Penanaman Moriai asing atau surat persetduan Menteri Negara
Investasi/Ketua BKPM bagi korporasi y'ang menggdnakan fasilitas
Penanaman Modal Dalam Negeri;

9. surat izin pemanfaatan ruang dari instansi teknis terkait;
i0.surat pernyataan mengenai iuas tanah yang telah dikuasar/dimiliki oleh

korpora-si pemohon danlatar: korporasi lain,vang merupakan satu group
lo--^--tr^.s\/trl:lca,irii-J at,

L l.surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan
rencaRa usaha daiam jangka waktu paiing lama 5 (iimai tahun terhitung
sejak penerbitan lzin Lok-asi;

l2.surat pernyataan kesediaan melepaskan/mengalihkan hak atas tanah
dari para pemilik tanah yang sah; dan

13. surai bermaterai cukup, biia pengurusan izin ciikuasakan;
b. terhadap Izin Lokasi perpaqjangan :

1. surat pernaohonan kepada Bupati melalui Kepale KPFT;
2. fotokopi bukti kepemilikan tanah atau penguasaan tanah;
3. peta penggunaan detail tanah yang dimohon;
4, pei-a- ia-&r- ruang iokasi;
5. peta site plan/blok plan dari tanah yang dimohon;
6. hasil monitoring pelaksanaan lzin lokasi saat diajukan perpanjangan

(dinyaiakar-i dalan-r daftar- riarr peta) :

a) luas tanah yang telah diperoleh;
b! lu-as tanah yang telah disertifikasi; d,an

c) luas tanah yang telah dibangun;
7. rencana tahapan pembangunan sesuai dengan prcposal; dan
8. suirai bermaterai cuikup. biia pengur-Lisan :uin dikr.iasa-kan.

Pasai 4

(1) Pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi beserta
kelengkapan persyaratan kepada KPPT.

i7i Peiuga-s KPPT melaku-kan pencata-tan da-iam iru-i<u regisirasi apa'oiia
berkas permohonan telah lengkap dan benar, untuk selanjutnya
menyerahkan tanria terima berkas kepada pemohon.

(3) Daiam hal berkas permohonan 'Lidak lengkap, rrralia ,iikembaiikan kepa,Ja
pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 5

(U Peninjauan lapangan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
dilaksanakan d.alarn jangka n'a-kt-u paling lama -a (tiga) hari kerja terhitung
sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

i2l KPP? mengundang pemohon untuk melakukan ekspose rencana usaha
yang akan riitrangun.

(3) Rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dilaksanakan paling
Tama 2 (ciua) hari kerya terhitung seteiah ekspose rencana usaha.

(4i Penandatanganan \zin !-okasi oleh l{epiila KPPT dilaksanakan paling iama
3 (tisa) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Rekomendasi.

Bagiaa Ketlga
Jangta Waktu PenYelesal,an

Fasai 6

Jangka waktu penyelesaian tzin Lokasi paling lama 12 {dua belas) hari kerja
terhitung setelah berkas perrnohonan dinyatakan lengkrap dan benar.



BAB III
I(BTEIYTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka lzinl,okasi yang telah
ada tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

(2) Apabila masa berlaku lzin l,okasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

telah berakhir tetapi belum ada aktifitas berkenaan dengan pembebasan
atau penggunaan tanah, maka harus mengajukan lzin Lokasi baru
berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
I{ TEilTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal $ $eptcnber 2814

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 $aptcnbar 2814

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

-
\--?r.- '

ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 35D


